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PENMERINT A P KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAIIUN 2001
TENTANG

PAJAK PARWIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJLA FSA

b

WALIKOTA MAGELANG,

bahwa dongan tclah ditctapbannya Undang-undang [tcpublik
Indonesta Nemeor 34 Tahun 2000 tentane Perubahan  atas
Undang-undane Republii Indonesin Nomor 18 Tahun (997
feniane Parak acrah dan Reinbusy Parab Dacraly, Paak Parka o
tetapkan menjadi Pajak Dzerzh ;

Daliwa schubungan denean hal terscbul di atas, perlu diterbntkan
V’craturan acrah tontane Pajak Parkar,

Undane-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Dacrah-dacrah bota Kool dalaom Linghkungan [ropinst Jawa
Timur, Jawa Teneah dan Jawa Barat ;

i 'ndanz-undangz Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (! :mbaran MNogara lTahun 1981 Nemor 76, Tambahan

‘.-_- L

] embaran Negara Nemor 3209) ¢

[ ‘ndane-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
snokutan lalan (Lcmbaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 1entang Pajak Dacerah dan
IR trbusi Dacrah (Lembaran Ncgara lahun 1997 Nomor 2,

f

Tambzhan ] embaran Megara Nomor 3983)

Undane-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntah
Da .rah (Lembaran Nogara Tahun 1999 Nomor 64U, Tambahan

- - | .
[ embaran Negara Nemor 3639

6. Undang-Undang...........
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6. L:nd..'mg-tunl.mg Nomor 25 Tahun 1999 (entang Penmbangan
Kcuangan antara Pemcrintah Pusat dan Dacrah (Lembaran
Negara lahun 1999 Nomor 72 lambahan Lembaran Negara
Nomor 3848 -

i Lndangundang Nomor 34 Tahun 2000 lcnlang Pcrubahan atas
Undang-undang Nomor 18 1ahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retmbusi Dacrah (Iembaran MNegara Tahun 2000 Nomor 246,
lambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

8. Peraturan Pemenntah Nomeor 19 lahun 1997 ‘lentang Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691) ;

9.  Kceputusan Presiden Nomor 44 ‘lahun 1999 tentang I'chnik
Penyusunan  Peraturan  perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rancangan Keputusan
Preuden |

10. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan

11. Kcputusan Menten Dalam Negen Nomor 170 ‘lahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dacerah |

12. Kcputusan Menten dalam Negen Nomor 172 tahun 1997 tentang
knileria Wajib Pajak vang wajib menyelenggarakan Pembukuan
dan Tata Cara Pembukuan |

13. Kecputusan Mentern Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang ‘| ata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah

14. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistemn dan Proscdur Admunistrasi Pajak Dacrah, retnbusi Dacrah
dan Pencrimaan Pendapatan | ain-lain ;

15. Keputusan Menten Dalan Negen Nomor 73 Tahun 1999 tentang
Pcdoman Penvelenggaraan Perparkiran.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PEFRATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PAJAK PARKIR.

;1,1 7
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Dacrah adalah Kota Magelang :

["mcnintah Dacrah adalah I'cmcnintah Kota Magclang :
Walikota adalah Walikota Magclang ;

Pc_;uh;l adaluh  peyaw:y yang diben lugas (erleniu  dibidang
PCpajakan  Dacrah  dan/atau  Rotribusi Dacrah  scsuai dcngan
Pcraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pajuk Dacrah yung sclanjulnya discbul Pajak, adalah iuran wapb
vang dilakukan olch orang pribadi atau badan kepada IDacrah tanpa
imbalan langsung vang seibang, vang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, vang
digunakan untuk mcmbiayai penyclenggaraan pemenintah Dacrah
dan Pembangunan Daerah :

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal vang mcrupakan
kcsatuan baik yang mclakukan usaha maupun yang tidak mclakukan
usaha vang mechputi persercan (erbatas, Komanditer, perseroan
lainnyva, Badan Usaha Milik Negara atan Daerah dengan nama dan
dalamn bentuk apapun, iirma, kongs, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang scjenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

Parkir adalah keadaan svatu kendaraan benmotor udak bergerak di
iepi jalan umum yang bersifat sementara ;

Penyclenggaraan Parkir di luar badan jalan adalah penyclenggaraan
parkir di luar badan jalan oleh erang pnbads atau badan, bak yang
di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di scdiakan
schagai nsaha, termmasuk penvediaan tfempat penitipan kendaraan
bermotor atau persewaan mobil dengan dipungut bayaran |

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan olch orang pribadi atau badan, baik
vane discdiakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
iscdiakan scbagai suatu usahatermasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang

memungut bayvaran :
Surat Pemberitahuan Pajak Daecrah, yang sclanjutnya disingkat
SPIPD., adalah suralt vang dicunakan olch wajpb pajak untuk
melaporkan penglutungan dan pembayaran .p.‘;j;;k yang lerutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

K. Surat Scloran........cece000
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olrat Sctoran Pajak )

adalah sy Yan: s
pembayaran apay,
1“1-*.. L{E I'_II

acrah, yang sclanjutnya disingkat SSPD,
vunaban olch wapb pajal untub meladiukan
' Penyetoran pajak vang terutang ke Kas Naerah
Mpat lain Yang ditentukan olch Walikota °

S el :
ural Keletapan Pajak Dacrah. yang sclanjuinya disimpkat SKPD,

adalah suray keputusan vang menentukan besamya jumlah pajak
Yang icrulang -

m. Sural . L

g & pan Pajak Dacrah Kurang Bayar, yany sclmjulnya
disinplka |

'HPIPDF{H1 adalah surat keputusan yang mencnrukan
besarnya Jumlah pajak yang ferufang, jumlah kredin pajak, jumlah
L“L“}ma-';-lﬂ Pembayaran pokok pajuk. besarnya sanksi administrasi
dan jumiah Yang masih harus dibavar -

. Surat Ketetapan Pajak  Dacrah hurang Bayar Tambahan vang

sclanjuiny 4 disingbat SKPDKBT, adalah sural kepulusan  yang
menentukan tambahan a1as jumlah pajak vang ditctapkan ;

O erfat Retetapan Pajah  Dacrah Tebih Bayar, yang sclamjutnya
QIﬁlngLu{ SKPDIB. adalah surat hepulusan vany menenlukian
jumlah keichihan pembavaran pajak karcna jumlah krednt pajak atan
pajak idak icritange dan udak ada kredit pajak ;

P. Sural Tamlun Pajak Duacrah vany sclanjuinya dismgrkal STPD,
adalah  surat untuk  meclakukan tagihan pajak dan atau saksi
adnunistrasi berupa bunga dan afau denda.

BAB 11
NAMLA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
(1) Dengan nama Pajak Parkir dipungul pajak atas setiap penyelenggaraan parkir di lnar
badan jalan.
(2) Objek Pajak adalah :
A, Penvelensgaraan parkir di luar badan jalan olch orang pribadi atau badan ;

b. Pmytlﬂlmm /' perscwWaan gﬂfﬂ.ﬁl mobil / pr:lul.i:pdn kendaraan bermotor
dengan dipungut bayaran.
(3) dikecualikan dan obvek pajak adalah penyelenggaraan parkir yang dilakukan olch
Badan Usaha Milik Daerah Taman Kyai Langgeng.

Pasal 3

Subyck Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyclenggarakan perparkiran di lnar
:adm jalan, penitipan kendaraan bermotor dan persewaan garasi mobil dengan memuagut
Ivaran.
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BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak adalah yumilal pendapatan pembayaran parkir di lnar badan jalan

Pasal S

Tanf I"ajak ditctapkan schesar 20 %%, (dua puhih pcrscn)

BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
['asal 6

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.
(2) DBcsamya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tanf scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 4.
BAR V

MASA PAIJAK, SAAT PAJAK TFRUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu terientu yang lamanya ditetapkan olch Walikota sebagai
dasar unfuk menghitung besamva pajak ferutang,

Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamamya satu tahun takwim kecuali bila Waiib
Pajak mengeunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim

Pasal 9
Pajak terutany dalam musa pajak terjadi pada saal penyclengueaan parkir.
Pasal 10

(1) Sctiap Wajib Pajak wajib mengis SI'TT'D.
(1) S EPEcccaiiinin
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) SPITD schagmmana dimakayd Pada ayar (1) harus
lengharp seria ditandi Langian ooy W i

dusi dengan jelas, benar dan

anb Pajab atou huasanyas.

(3) Bentuk, st dan tata cara pengisian Sp PD dnetapkan oleh Wakkota.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

I'asal 1)

(1) Berdasarkan SPTPD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayar (1), Walikota
menctaphan pajek ferutang dengan menerbatkan SKPD.

(2) Apabila SKPD schagaimana dimaksud pada avat (1) ndak atau kurang dibayar sctelah
fewear wakm palmg, lama 30 (nga puluh) han sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
adinistr asy herupa bl..l.ll'p,,& sobesar 2 vy {dua persen) scbulan dan ditagih dengan
menerbttkan STPD.

Pasal 12

(1) Wapb Pajak yang, membayar sendin. SPIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
avat (1) digunakan untuk menglutung. memperhitungkan dan menetapkan  pajak
sendin vang terhutang.

(2) Dalam jangka wakiu 5 (ima) tahun scsudah saat terhutangnya pajak, Wahkoia dapat
menerbitkan :

a2 5SKPDRKB:;
b. SKPDKRT:
¢. SKPDN.

(3) SKPDKP schagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan -

a Apabila berdasarkan hasi] pemcrihsaan atau kelerangan Lan pajak vang terhutang
tidak atau kurang bayar, dikcnakan sangsi admanistrasi bonipa bunga schesar 2 %,
(duz persen) scbulan dilitung dan pajak yang kurange atau teilambat dibavar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan dihitung scjak saat
tcrutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangha waktu vang ditentukan dan tclah
ditegur sccara tertulis. dikenakan sanksi admmistrasi berupa bunga schesar 2 %
(dua pcrsen) scbulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangkz wakiu pahng lama 24 (dua puluh empat) bulan dilutung scjak =aat
terutangnya pajak ;

d Apahila Lewajiban mengisi SUTT'D tdak dipenubi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan, dan dikenakan sanks admimustras: berupa kenmkan sebeear 25 %
(dua puluh hma persen) dan pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga scbesar 2 Yo (dua persen) schulan dilwtung dan pajak yane kurane atan
terlambat dibavar untuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat tcrutangnya pajak.

(4) SKPDKBT.........
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(4) SKPDRDB 1 scbacaimana  dimaksud pada avat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan tL:l.L: baru atau dats vang semula belum terunplap vang menycbabkan
penambahan jumlah pajak Yang lenitang, akan dikenakan n:m]-_q' ..-ulmmulr.m berupa
henakan sehesar 106 %0 (seratus Persen) dun junlah kekurangan pajak tercbul,

(5) SPJ’I’-‘:-"-’ :=¢h-1?-1iman-1 drmaksud pada ayat (2 huruf ¢ diterbitkan apabila jumiah pajak
vang terutang sama besarnya dengan jumlah kredir pajak atau pajak ndak terutang dan
dak sk hredal pajak,

(6) Apabda kewaiban membavar pajak tcrutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
schagaimana dimaksud pada aya (’) huruf a dan b udak atau hdak scpenuhnya

d!Irir.ll: dalam jang "I-‘-L'-l-ltl-u yang lelsh diientuban, dibeoh dengan menerintm 5 1PD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sehesar 2 %o (dua persen) schulan

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayarun pajuk dilabuban & Kas Dacrah alsu (empat lin yany ditunjuk olch
Walikota sesia wak vang ditentukan dalam SPTTD, SKPD, SKPDKB. SKI'DKART
dan STFPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilekuban di lempat Lun yang dilunjuk, hasil penerimaan 4
pajak harus disctor ke Kas Dacrah sclambat-lambamya 1 x 24 (satu kah dua puluh -
enipat) jam atau dalam wakiu yang ditentuban oleh Walikota

(3) Pembayuwran pajak schagaoman: dmabsud pada ayal (1) dam ayal (2) dilakukan
dengan mongpunakan S5

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus dilahukan schaligus atau lunas,

(2) Wahkola dapal memberihan persclujuan hepada Wapb Pajak untuk menyangsur pajak
tlcrutang dalam kurun waktu torieniu, sctclah memenuhi persyaratan yang ditentukan,

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). hanis dilakukan
secara leralur dan berturul-lurul denwan dikenakan bunga sebesar 2 %0 (dua persen)
schulan dan jumlah pajak yvang hclum atau kurang dibayar.

(4) Walikota dapat memberikan persetijuan kepada Waph Pajak  untuk menunda
pembayarun pajak sampa batas waklu vany ditenluban sclelah memenuhi persyarakn
yvang ditecntukan denpan dikenakan bunga 2 "o (dua porsen) schulan dan jumlah pajak
vang belum atau hurang dibavas.

(4) Persvaratan unluk dapat mengangsur dan rmr.:mmda pembavaran sarla lala cara
pcmbavaran angsuran dan ponundaan schagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4). dutetaphan oleh Walkota

g
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Pasal 15

(1) Sctiap pembayaran pajak schagaimany dimaksud dalam Pasal 14, diberikan Laida
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan '

(2) Bentuk, jens, isi, wkuran tanda bukg; pembayaran dan buku pencrinman pajak
scbagaimana dimaksud pada aval (1), diletapkan oleh Walikola.

BADB VIil
TATA CARA PENAGIITIAN PAJAK
Pasal 16

(1) Surat Teguran atsu Surat Peringatan atau surat lam vang sejenis sebagai awal tindakan
pciaksanaan penagihan pajak dikcluarkan 7 (wjuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (twjul) han setelah tanggal Surat Teguran alau Surat
Peringatan atau surat lain yvang scjemis, Wajib Pajak harus mchunasi pajak yang
lerutang.

(3) Swat Teguran, Surat Penngatan atau surat lan vang sejenis scbagamana dimaksud
pada avat (1) dikcluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masth harus dibayar Gdak dilunasi dalom jangka wakiu
schagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa

(2) Pejabal menerbitkan Sural Paksa scpera selelah lewal 21 (dua puluh satu) han scjak
tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2 X 24 (dua kali dua
puluh cmpal) jam sesudah Linggal pt:mb::rihﬂ'lu:ﬂl Sural Paksa, Pejabal sexera menerbilkan

surat ["crintah Mclaksanakan I’cnyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wapnb Pajak belum juga mf:hmasi uiang pajaknva, sctelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Permtah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan permintaan penctapan tangzal pelelangan kepada Kantor Lelang

};Egara_
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Pasal 20

gerclah Kantor 1elang Negara

2 meng an han _ |
lclang. Juru Sita membeniahuka A an, tangpal, jam dan tempat pelaksanaan

n dengan SCgera sccara tertulis kepada Wajib Pajak.

"agal 21

Bc‘llluL _jl.IIliH dan 1 lormulr vany dityer e | |
dacrah ditctapkan olch Walikota ‘Pergunakin untuk pelaksanaan penagihan pajak

BADB 11X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) ‘i.'..’a.!il;nla berdasarkan permohonan Waph Pajak dapat membenkan pengurangan,
kernganan dan pembebasan pajak

(2) lala cara pembenan pengurangzm, keringanan dan pembebasan pajak sebasaimana
dmaksud pada ayat (1), ditetapkan aleh Walikota

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGIHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Walikola karena jabatan alau alas permohonan Wanb Pajak dapat
a  Mcmbetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannva terdapat hesalahan tulis, kesalahan lutung dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah |
b. Mcmbatalkan atau mengurangkan kctctapan pajak yang tidak benar ¢
¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenawkan pajak vang (erutang dalam hal sanhe tersebul dikenakan  karena
kckhilafan Wajib Pajak atau bukan karcna kesalahannya
(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
schagaimana dimaksud pada avat (1) harus disampaikan sccara tertulis olch Wapnh
Pajak hepada Walikota, atau Pejabal sclambat-lambainya 30 (ga puluh) han scjak
lnggal ditennma SKPD. SKPDKB. SKPDRBT atau STPD dengan membenkan
alasan yang jclas
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(3) Walikota atau Pejabart paling lama 3 (tiga) bulan scjak surat permohonan sehagatmana

dirmabsud pada ayal (2) ditenima, sudaby harus membenbun keputusan

(4) *'i‘F'JhﬂJ sctelah lewat wakw 3 (122) bulan schagaimana domaksud pada ayat (3)
Wabkota atau  Pejabat ridak membenkan  keputusan, permohonan  pembetulan.

lrmh’fuum penzutanzan kelelapan dan penphapusan alsu ponpwangan sanks
admmmistrast duangpap dikabulkan . :

BAD X1
KEBERATAN DAN BANDING
Pazal 24
(1) Wapb Paak dapat mengajukan keberatan hanva kepada Walikota atau Pejabal atas

suafu .
a. HRPL)Y;
b. SKPDKB ;
c. SKPDKBT ;
d. SKPDLB;

c. SKI'DN
f. Pemoiongan atzu pemungutan oleh pithak ketiga berdasarkan peraturan perundang- |
undangan pcrpajakan yang berlaku 1

(2) PPermohonan kecberatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) hams dikampakan sccara
tertulis dalam Bahasa Indencsia paling lama 3 (tica) bulan scjak tangeal SKPD.
SKPDKB. SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau
tanggal pcmotongan’pecmungutan olch pthak kcuga scbhagumana dmabsud pada ayat
(1) dengan alasan yang jelas, kecual apamla Wapb Pajak dapat menunjukkan bahwa
Jangka wakm i ndak dapat dipenuhy karena keadaan di luar kekvasaannya.

(3) Waliketa atau I'cjabat dalam jangha waktu paling lama 12 (dua bclas) bulan scjak
tanggal surat permohonan keberatan scbagammana dimaksud pada avat (2) ditenma,
siclah membenkan Kkeputusan.

(4) Apabila sctelah lowat waktu 12 (dua belas) bulan scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
Walkota atau Pejabat tdak membenkan keputusan, permohenan keberatan dranggap
dikabulkan

(5) I’cngajuan kcberatan scbagaimana dmmaksud pada ayat (1) tsdak monunda kewajiban
membavar pajak

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kqwla Badan Penyelesaian Sengkcta Pajak
dalam jangka waktu 3 (tigs) bulan selclaly diterumanya keputusan keberatan.
(2) Pengajuan banding scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban

membavar pajak.
PR 2B o
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i neajuan ke : '
ypahila pengsy cheratan “¢hagaiman, dimaksud dalam p
] M Fasal 25 atau handin
2

chagaimana dimaksud dalan, Pasal 2 g
_mbay: yajak dikembalit e 1. * dikabuikan sebag;. _

ﬁTﬂl ayaran pdj cmbalikan dengay thtamp irnh;:ia.l:gl"::; ‘*"'“b:‘-hliul:hnya, GmeEbilan
U4 scbheyar 2 ©

K pali - ,
hulan untuk paling lama 24 (dy, puluh cmpat) bulan o (dua persen)

BAB xI1

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wapb Paiak dapat mengajukan pe _ |
P-’lj ak k ':pﬂdﬂ Kkﬂhkﬂm bR chabal: I'Il'lﬂhﬂnﬂn Pﬁﬂﬂtﬂlbahaﬂ Lﬂl‘ﬂhﬂu.“ mmhﬂvm

(2) Walikota atau Pejabat dalam jangka wakmy paling lama 12 ( dua belas) bulan scjak
diterimanya P“““ﬁhﬂl}ﬂﬂ perigembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. ' o

(3) .’:sppﬂbﬂﬂ _i-’l?l"lgkﬂ waktu Scl?ﬂgaimma dimaksud pada avat (2) dilarmpaui, Walikota atau
Pejabat  udak | mﬁll'nberﬂtan Keputusan, permohonan pengembalian  kelebihan
pm'_nh:}'::ran p.yak diangzap dikabulkan dan SKPDIB harus diterbrtkan dalam waktn
paling lama | (satu) bulan.

(4) .&pabﬂg u-“ajib' Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melanasi tedebih
dahulu utang pajak dimaksud.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB denzan menerbitkan Surat Perintah Membavar
Kelebthan Pajak (SPMEKP).

(0) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan sctelah lewat waktu 2
(duz) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan

imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan paja_k_
Pasal 28

pabila kelebthan pembayaran pajak  diperhilungkan dengn ulang pajak Lunnya,
whagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4). pcmbayarannya dilakukan dcngan cara
Pmindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku scbagai bukti pembayaran.

BAB X111

K EDALUWARSA

Pasal 29

1) Hak untuk melakukan penagihan pajak. kedaluwarsa setelah mlﬂannpatn' J:mg]u w:l.kl:u
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak

z . . e i L. ajakan.
Melakukan tndak prdana & bidany, peTPa (2). Kedahrwarsa. ...
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i edaluwarsa penagihan pajak schagaimana dimaksud pada ayat (1) rtertangguh

b
J
| =

wierhitkan Surat Teo '
. 1hte guran dan Surat Paksa atau -

Ada pengakuan utang pajak dar .- : _
b. [ “.Ln”- E Pyjak dari Wajib Vajak baik sccara langsung maupun tidak

BAB X1V

KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Wapb P:l_lﬂl‘i yang, karena kealpaannya pdak menyampakan SFIPD atau mengsi
dengan tidak h::_nar alau tidak lengkap atau melampirkan keterangan vang tidak benar
schingga merugikan kewangan daerah dapar dipidana dengan pidan:lpkumng.m paling
ana 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak vang
(crulang.

(2) Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atan mengisi densan
fidak, benar atau dak lengkap atau melampukan keteranean vane Gdak bona sehingga
merugikan keuangan dacrah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan atan denda paling, banvak 4 (empat) kali jum!ah palak yang tenitang.

I’asal 3]

Tindak pidana schagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak ditunmt sctclah melampawn
jangka waktu 10 (sepuluh) tahun <ejak saat terutangnya pajak atau berakhmmya Masa 1’ajak
slau berakhimya Bagnan ehun Pajak staw beraklhimya ahun Pajak,

BAB \V
PENYIDIKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu dii hingkungan Pemenntah Dacrah diberi
wewenane khusus sebagai Penyidik untuk mclakukan penyichkan tindak pidana di
bidang perpajahan dacrah scbagamana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2} Wewenang penvidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

& Menerima, mencard, mengumpulkan  dan t'll*:'ﬂt:l.iﬁ keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana d bid.mg perpajakan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lenghap dan jelas |

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan kt:lfszlnga.u mengena orang wiba.ﬁ_ atau
badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan schubungan dengan tindak
Pidana perpajakan dacrah fersebut |

“ Meminta keterangan dan bahan bukt dan orang pribadi atau badan schubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah :

d. Memenksa................
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d. Memenksa buku-hukn CrT T .
g Hdbdn-Cilatan dan dokumen - man lain L-onn denon
fndak mdana dy baddaneg g '+ dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
u h ' ll 1 "' I TS 1% %
B ¥ § e b OLE g J '\-.-[.;I L] . -.I_..-. T - B

_ LRI untuk moendanatkan ha hukti nembnlbuan nencatala
AR R = de -L._u_nth. b Iu-n we - Jlaithedt “”' an '.}‘ﬂ”] p""””: huan F‘”"'”'“Hn [L"lﬂ
r _— "1 T ¥ FCIasuRAN l_“ Iy 3 Ay 1 !'Ii'h'“i H' ]"";’F-*H h”b;; h""“‘"hul
« TRRUTRA TLUTLILNN Loz dhlD 1.8
‘ | | =4 4l dalam rangha pelalsanin (ue penyviditin (ndek prdana

L W H:i-l-l-.”-..'-ii- HE idh : t
"'n‘l. II"'_llln 4 ! i: P4|- )
] i1 | " A A il * xTTY ;

: NULAFANG SESCOraNe e nins "']r RIS v ataun tieimpat !"'l" Saat

pententhsaan sedany be :
. 'vlidlm sune dan mementhsa idenbilas orang dan alau dokumen vang

naksud pada bt ¢
Il, .-Iu-lr“ l--I'h-l. :'ah-'.n-'-r'-'.-:liu L ||:..J.J.'4 l

dibawa scharaimana dis

"F.ll.-ilnull L...IH_‘,-.:.II I."l'qu 1.1.11. l”- Lq.-lu.: I..-r ll.Juld-—!n.ul u;—-—l-tl .

. Memangoil orane unmt
| ==1 DHng untuk didenear keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

TR

1. Menehentban penvidhkoan -
k. Mehakukan rinddakan iain

yang, perin unmik Lelancaran penyidikan tindak pidana

hplnru WAL L_
s SLet RN Y FL I 1||.!* h.lill il HIJI-L||| Yo '..l..1|"t” d“” “dlluuullu ] AW e AT

e B

P l i.ﬂ-'hhtlh hhtr.ihrﬂ“ﬂdnql |1IHhih‘\HI|. hhhi .ill'u..if !: [ “1"--;-11%-1"'-.‘-|-“ﬂ]"|1t.'1ﬂ lnrl.”_ﬂ“;.*iil'l'-'.-l +3t'll'|.'ii.i';:'~'¢“1 ‘i,iﬂ
T“F"'n Kan hasi] P*-‘T‘":-:_H' 1nn 'a La.rm:i;: Penunnut Umum. scsuat denzan ketentuan vang
il T!:.m' Undang-und; mnye Nomer 8 Tuhun 19871 tentane Flolum Acara Pidana,

o sAB AV
KETENTUAN PENIITLP

1'asa] 1%

Ial.lial vapa | n : I3 PR e Py, T, Iy e
] 1al-hal ¥ Al belum atur dalam Peraluran Dacrah UL, SCpdijan’ Hichiscilal p'_:_'_‘-_'-..ul.i..U'.!;".-J-
‘Ilriilil li ;-:I- I,II]!I'. lii"-’l.' h-. *;ilh‘*lii

T"‘l T = @
i . ] 1 L | . | ] - 'I‘ 1
Pk, LI T Addl UCohian Ul paddd Laliosal Giliidadisda.

Avas < st vpaftet ddapat menvciahanye, memennlshkan pengundangan Peraturan

Jor ot 2un 3-:1|:'-.'n':_'"“""r ‘a dalam | embaran Dacrah hota Magcelang

fiadasd iumm.ﬂ 28 q'l....,. 2001

WALIKOT S i ) ANG

\/9//,;: 23

. FAHRI '1.".% .

I]tundangLan di Magclan
pada tanggal 1 Jumi 2001

SEKRETARIS DAE OTA MAGELANG

» i.ullﬂﬂ “uau
PembirL 50 032 655

L Ems ARAN DAERAH KOTA MAGELANG

SAHUN 2001 NOMOQR 46
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_ PENJELASAN ATAS
PERATURAN DARRAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 PAHUN 2001
TENTANG
PAJAK PARKIR
1. PENJELASAN UMUM.
Dengan diberlabukannya Undang-undang [eepublik Indoncsia Nomor 34
Tahun 2000 tentane Perubahen atas Undang-undang Bepublik Indonesia “Nomor 18
Tahun 1997 wntang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah, Pajak Parkir menjadi salah
satu Sumber Pendapatan Ash Dacraly
Bahwa untuk memungut Pajak Parkir perlu ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah.
0. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah
vang dipergunakan dalam Peraturan
Pacrah  ini Yenaan adanva
pengctban istlah lerssbut
dimaksudkan untux mcncegah
tmbulnya salah tafsir dan  salzh
pengertian  dalam  memahamit  dan
melaksanakan  pasai-pasal  yang
brrsenokutan  seiunoeny bank warea
- masvarakat maupun aparatur cdalam
menjalankan hak dan kewapban dapat
bepalun denean lincar dan dapal
dicapa tcrib adminisirasi
pemungiitan Pajak Daerah.
asal 2 ayat (1) » Yang  dmaksud penyveleneparaan

p..ukil di luar badan jdl.lu adalah
setiap orang atau badan vang vane
moempunyai usaha penitipan © parku
penvewaan £arag kendaraan
bermotor dengan memungut bayaran
pada lempat khosus vane discdiakan
cendin ¢ luar badan jalan umum
vang  dikuasar  oleh Pemeriniah
Daectah.
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Pasal 2 ayal (2) Cukup jelas.
at (3

Pasal Z ayat(3) Pengecualian Badan Usaha Taman
Kya Lanpgeny i dikandung maksud
karcna hasil pencrimaan parkic vang
dikelola Badan Tsahia Taman Kvai
Lanegeny telah diperhitunghan dalam
Bagian Taba Badan [lsaha Mihk
Dacrah.

I'asal 3 s/d P'asal 34 L : Cukup jclas.
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